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ABSTRACT

Since 2001, Indonesian government has effectively run fiscal decentralisation as a strategy to
accelerate development. This study aimed to see direct relationship of fiscal decentralization on
economic growth and indirect influence of decentralization on growth through its impact on inflation in the
province of Central Java. The analysis focused on indicators of fiscal decentralization of direct expen-
diture, which is the ratio of direct local government spending to direct central government expenditure.
This study useddata seriesin 2005-2010 by employing path analysis.The results showed that fiscal
decentralization has positive and significant influences on inflation and economic growth. Meanwhile, the
inflation was found to have positive influence on economic growth in the province of Central Java.
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ABSTRAK

Sejak 2001, secara efektif pemerintah Indonesia telah menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal
yang luas sebagai strategi untuk mempercepat pembangunan daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini
juga telah membawa perubahan besar dalam perkembangan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah.Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara langsung desentralisasi fiskal
terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruhnya secara tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi
melalui inflasi di Provinsi Jawa Tengah.Analisis desentralisasi fiskal difokuskan pada indikator penge-
luaran kelompok belanja langsung, yang merupakan rasio realisasi belanja langsung pemerintah daerah
terhadap realisasi belanja langsung pemerintah pusat.Penelitian ini menggunakan data series tahun
2005 sampai dengan 2010 dengan menggunakan metode analisis jalur.Hasil penelitian menunjukkan
bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Demikian halnya dengan inflasi yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jawa Tengah.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Jawa Tengah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan
suatu langkah strategis dalam rangka memperkuat
basis perekonomian daerah. Desentralisasi ialah
pemisahan badan (bodies sparated) oleh aturan
hukum dari pemerintah pusat, dimana pemerintah
daerah diberi kekuasaan formal untuk memutuskan
ruang lingkup persoalan publik. Bentuk desentralisasi
dalam era otonomi daerah meliputi desentralisasi
administratif, desentralisasi politik dan desentralisasi
fiskal.

Salah satu bentuk desentralisasi yang paling
banyak disoroti adalah desentralisasi fiskal. Hal ini
disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak
hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keter-

kaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, admi-
nistratif dan geografis. Selain itu, hasil studi desen-
tralisasi fiskal seringkali tidak menghasilkan
kesimpulan yang sama diantara para peneliti dan
peminat desentralisasi. Ada silang pendapat pada
masing-masing pihak yang memiliki argumentasi
logis serta telah membuktikannya secara empiris.
Dalam kaitannya dengan stabilitas makroekonomi
dan pertumbuhan ekonomi, hasil studi dari beberapa
ahli seperti Vazquez Martinez dan McNab M Robert
(2006) membuktikan bahwa desentralisasi fiskal
akan menimbulkan ketidakstabilan makroekonomi
melalui inflasi yang kemudian akan berakibat menu-
runkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal serupa
diungkapkan oleh World Bank (1997) yang menye-
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butkan bahwa antara desentralisasi fiskal dan per-
tumbuhan ekonomi mempunyai beberapa kemung-
kinan kondisi, yaitu: (1) desentralisasi fiskal akan
meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah
sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan,
(2) desentralisasi fiskal mempunyai dampak mening-
katkan inflasi sehingga akan berdampak negatif
terhadap pertumbuhan dan (3) desentralisasi fiskal
untuk suatu daerah bisa berdampak positif ataupun
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut
tergantung kesiapan kelembagaan daerah tersebut
dalam menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal.

Lebih jauh, Feltenstein Andrew dan Shigeru
Iwata (2005) menemukan hasil yang negatif atau
bahkan tidak memiliki hubungan yang signifikan
antara desentralisasi fiskal terhadap stabilitas
makroekonomi melalui stabilitas harga. Sebaliknya,
hasil studi yang dilakukan oleh Sumarsono dan
Sugeng Hadi Utomo (2009) menunjukkan hasil yang
berbeda bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh
negatif signifikan terhadap instabilitas makroekono-
mi, dimana dengan adanya desentralisasi fiskal
mampu menekan tingkat inflasi yang lebih rendah
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah. Adanya perbedaan tersebut bukan berarti
bahwa studi tentang desentralisasi fiskal sedang
mengalami krisis, namun merupakan sebuah proses
untuk menemukan kerangka kerja yang lebih kom-
prehensif dan aplikatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan
menemukan bukti empiris pengaruh desentralisasi

Desentralisasi Fiskal

fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Perumusan
Hipotesis

Penelitian tentang desentralisasi fiskal ini akan
melihat pengaruh secara langsung desentralisasi
fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan penga-
ruhnya secara tidak langsung pada pertumbuhan
ekonomi melalui inflasi di Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Tengah. Analisis desentralisasi fiskal difokus-
kan pada derajat desentralisasi fiskal melalui indi-
kator pengeluaran kelompok belanja langsung yang
merupakan rasio realisasi belanja langsung peme-
rintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah terhadap reali-
sasi belanja langsung pemerintah pusat, serta meng-
gunakan satu set variabel kontrol mengikuti peneli-
tian Aji Tony, et al (2009) yang terdiri dari kenaikan
upah, kesenjangan output (output gap), pertumbuhan
dana pihak ketiga, dan ekspektasi inflasi.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), peng-
gunaan variabel kontrol dalam suatu penelitian
didasarkan agar seorang peneliti dapat mengamati
hubungan antara dua variabel yang diteliti tanpa
adanya gangguan dari variabel lain di luar hubungan
yang hendak diteliti dan agar model yang terbentuk
adalah baik serta tidak bias.

Secara sistematis hubungan antara desentrali-
sasi fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi
di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat
dilihat pada gambar berikut:

Upah EKONOMI
% Output Gap I
x
G (o
& Pertumbuhan Dana Pihak
g Ketiga (GDPK) INFLASI

Ekspektasi Inflasi

Sumber: Sumarsono dan Sugeng Hadi Utomo (2009) dengan modifikasi variabel kontrol mengikuti

penelitian Aji Tony (2009)

Gambar 1.Kerangka Pemikiran Teoritis
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Desentralisasi Fiskal dan Inflasi

Secara teoritis, analisa pengaruh desentralisasi
fiskal terhadap inflasi dapat dijelaskan menggunakan
kurva permintaan agregat (aggregate demand). Per-
mintaan agregate merupakan jumlah pengeluaran
yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga, perusa-
haan, maupun pemerintah dalam suatu perekono-
mian. Jumlah ini menggambarkan seluruh output riil
yang akan dibeli pada setiap tingkat harga.

Miskhin (2008) menjelaskan bahwa hal pertama
yang terjadi jika aggregate demand naik yang dise-
babkan karena adanya transfer dana dari pemerintah
pusat ke daerah, adalah penurunan persediaan
(inventor) dari pelaku-pelaku ekonomi yang tidak
direncanakan. Apabila perekonomian sangat dekat
dengan output potensialnya (ketika perekonomian
berada pada bagian kurva aggregate supply yang
curam), maka perekonomian tidak dapat menaikkan
output secara besar-bersaran. Berdasarkan hal
tersebut, maka hipotesis yang diusulkan sebagai
berikut;

Hi: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif terha-
dap Inflasi

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Suatu pertanyaan besar apakah inflasi dapat
membantu atau menghambat pertumbuhan ekonomi
sudah ada dari dulu sampai sekarang terutama di
negara-negara sedang berkembang termasuk Indo-
nesia (Rahmawati, 2011).Sehubungan dengan kaitan
dampak positif antara inflasi dan pertumbuhan
ekonomi ada tiga pandangan yang menyatakan
kemungkinan hubungan positif antara inflasi dan
pertumbuhan  ekonomi. Pandangan  deliberate
inflation, beragumen bahwa sebuah kenaikan tingkat
harga akan memberikan stimulus bagi segmen-seg-
men ekonomi yang relative produktif, memberikan
profit yang lebih untuk factor-faktor yang lebih mobile
dan inovatif. Pandangan structurally inflation, meng-
anggap permintaan agregat (aggregate demand)
menghasilkan kenaikan harga karena adanya factor
bottleneck, yaitu faktor hambatan untuk menambah
produksi dari sisi penawaran, seperti kuota pada
perdagangan internasional, aspek transportasi,
produksi makanan, dan lain sebagainya. Pandangan
surprise inflation, yang menyatakan bahwa surprise
inflation menjadi bagian dari pertumbuhan, karena

kenaikan harga tersebut akan diikuti oleh kenaikan
produksi, dimana investor berharap kecepatan
kenaikan harga belum berdampak pada sisi biaya,
sehingga profit lebih meningkat. Berdasarkan hal
tersebut, maka hipotesis yang diusulkan sebagai
berikut:

Ho: Inflasi berpengaruh positif terhadap Pertumbuh-
an Ekonomi

Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Berbagai argumen yang mendukung desentra-
lisasi dikemukakan oleh Tiebout dalam Sumarsono
(2009) mengatakan bahwa pelayanan publik yang
paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh
wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling
minimum. Dengan diserahkannya beberapa kewe-
nangan pada pemerintah daerah, diharapkan pela-
yanan masyarakat semakin efisien karena daerah
lebih mengetahui karakteristik daerahnya masing-
masing, maka pengeluaran infrastruktur dan sektor
sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi suatu daerah, dimana hal ini pada gilirannya
akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kese-
jahteraan masyarakat lokal. Jadi menurut pandangan
ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengaloka-
sikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara
efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat.

Oates menegaskan bahwa tingkat kemajuan
ekonomi merupakan outcome dari kesesuaian prefe-
rensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang
tercipta karena makin pentingnya peran pemerintah
daerah dalam otonomi daerah. Secara teori, desen-
tralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan
peningkatan ekonomi mengingat pemerintah daerah
mempunyai kedekatan dengan masyarakatnya dan
mempunyai keunggulan informasi dibanding peme-
rintah pusat, sehingga pemerintah daerah dapat
memberikan pelayanan publik yang benar-benar
dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan
oleh pemerintah daerah terhadap tuntutan masya-
rakat jauh lebih cepat karena berhadapan langsung
denggan penduduk daerah/kota yang bersangkutan
(Wibowo, 2008).

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa beranjak
dari konsep dasar dan implementasi desentralisasi
fiskal di Indonesia, besarnya transfer dana di daerah
seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap
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upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ber-
dasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diusul-
kan sebagai berikut:

Hs: Desentralisasi  Fiskal berpengaruh
terhadap Pertumbuhan Ekonomi

positif

METODA PENELITIAN
Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut
atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang
mempunyai varian tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
Variabel inflasi dalam penelitian ini diproksikan
dengan PDRB deflator dalam bentuk persen. Per-
tumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan Produk
Domestik Regional Bruto menurut harga konstan
yang dinyatakan dalam satuan persen.Desentralisasi
fiskal diukur menggunakan indikator pengeluaran
kelompok belanja langsung, yaitu rasio realisasi
belanja langsung pemerintah Kabupaten / Kota Jawa
Tengah terhadap realisasi belanja langsung pemerin-
tah pusat pada tahun 2005-2010 dalam satuan
desimal.Upah yang digunakan adalah upah minimum
regional, yaitu upah nominal per bulan yang telah
disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum
dalam nominal dan dalam ribu rupiah.Kesenjangan
output (output gap) merupakan perbedaan antara
output potensial dengan output aktual dalam bentuk
persen. Output aktual diukur melalui PDRB menurut
harga konstan, sedangkan output potensial diukur
melalui trend secara statistic(Rahutami Angelina,
2011). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (GDPK)
diukur melalui perbandingan selisih total DPK pada
satu tahun tertentu dengan total DPK tahun

OF [ —— P

— PE

UPAH 4P DN P,

0G | P

GDPK | Ps

/Pe

EKSINF

sebelumnya yang dimiliki bank umum dalam satuan
ukuran persen. Ekspektasi inflasi diukur melalui trend
dari inflasi pada tahun 2005-2010 menggunakan
satuan persen.

Populasi

Dalam penelitian ini, daerah yang akan dijadi-
kan objek penelitian adalah seluruh Kabupaten / Kota
di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 29 Kabupaten dan 6
Kota dengan periodesasi waktu dari tahun 2005
sampai 2010. Dengan kata lain jumlah observasi
yang digunakanadalah 210 data.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis jalur (path analysis) yang mengacu
pada penelitian Sumarsono dan Utomo (2009),
dimana hal ini dikembangkan sebagai model untuk
mempelajari pengaruh secara langsung maupun
tidak langsung dari variabel eksogen terhadap varia-
bel endogen. Selain itu, bentuk hubungan sebab
akibat yang muncul dalam penelitian ini menggu-
nakan model yang cukup kompleks, yaitu adanya
variabel yang berperan ganda sebagai variabel
independen pada suatu hubungan, tetapi menjadi
variabel dependen pada hubungan yang lain. Bentuk
hubungan seperti ini membutuhkan alat analisis yang
mampu menjelaskan secara simultan, oleh karena itu
digunakan analisis jalur (path analysis).

Proses perhitungan koefisien dalam analisis
jalur (path analysis) didekati melalui analisis regresi
dengan menggunakan variabel yang dibakukan
(standardize regression). Penelitian ini menggunakan
software Amos.

E

INF

—®)
—()

Gambar 2. Model Analisis Jalur (Path Analysis)
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Pengaruh langsung desentralisasi fiskal terha-
dap pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh P.
Sedangkan pengaruh tidak langsung desentralisasi
fiskal dan variabel kontrol (upah, output gap/OG,
pertumbuhan dana pihak ketiga/GDPK dan ekspek-
tasi inflasi/eksinf) terhadap pertumbuhan ekonomi
melalui inflasi ditunjukkan oleh P, Ps, P4, Ps, Pg, dan
Ps.

Spesifikasi Model

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dica-
pai, maka penelitian ini akan menggunakan model
ekonometrika sebagai berikut:

Upahy : Upah minimum regional pada tahun t

OGy  : Output Gap pada tahun t
GDPKy : Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada
tahun t

Eksinfy : Ekspektasi inflasi pada tahun t
a,B  :nilai koefisien jalur
M . error term.

Pada penelitian ini menggunakan lag 1, karena
pengaruh variabel eksogen desentralisasi fiskal ter-
hadap variabel endogen inflasi dan pertumbuhan
ekonomi tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan
tetapi ada selang waktu satu tahun.

INFy = aiDF ) + apUpahy + 030Gy + HASIL DAN PEMBAHASAN
QGDPKy + asEksinfiy + gy Pengujian Asumsi Analisis Jalur (Path Analysis)
PEy = BiDFr) + BaINF) + pay Uji Normalitas
Dimana: Hasil pengujian normalitas secara multivariate
INFiy  :Inflasi pada tahun t pada Tabel 1 menunjukkan nilai CR sebesar 123,243
PEy  :Pertumbuhan Ekonomi pada tahun t lebih besar dari 2,58. Hal ini menunjukkan bahwa
DF¢y  : Desentralisasi Fiskal pada t-1 model analisis belum menghasilkan distribusi data
Tabel 1. Uji Normalitas
Variabel min Mak Skew cr. kurtosis cr.
DF 0.000 0.003 0.742 4.393 1.872 5.538
UPAH 390.000 939.756 0.270 1.597 -0.740 -2.189
0G -15.063 22.338 0.372 2.198 3.094 9.153
GDPK -40.830 94.553 0.745 4.407 3.546 10.490
EKSINF -31.314 70.998 1.377 8.145 1.472 4.354
INF 1.340 14.221 12.299 72.761 165.672 490.065
PE 1.727 7442 -0.372 -2.203 0.649 1.921
Multivariate 190.928 123.243
Sumber: Hasil Olahan Amos
Tabel 2. Identifikasi Outlier
Statistik Deskriptif
N Minimum Maksimum Rata-rata ~ Standar Deviasi
Zscore(DF) 210 -2.45218 4.06992 .0000000 1.00000000
Zscore(Upah) 210 -1.65185 311577 .0000000 1.00000000
Zscore(0G) 210 -2.92260 3.60347 .0000000 1.00000000
Zscore(GDPK) 210 -3.52164 457877 .0000000 1.00000000
Zscore(EKSINF) 210 -1.98028 2.89365 .0000000 1.00000000
Zscore(INF) 210 -.60586 13.68529 .0000000 1.00000000
Zscore(PE) 210 -3.43759 3.35018 .0000000 1.00000000
Valid N (listwise) 210

Sumber: Hasil Olahan Amos

64 Kajian Desentralisasi Fiskal (Rakanita & Sasana: 60 - 72)



yang normal secara multivariate. Ketidaknormalan
multivariate data disebabkan adanya data outlier dari
masing-masing variabel.

Hasil identifikasi outlier menunjukkan bahwa
sebagian besar variabel dengan observasi sebanyak
210 memiliki data ekstrim, hal ini ditunjukkan dengan
nilai Z score masing-masing variabel di atas +3.
Untuk menghasilkan data yang berdistribusi normal,
data-data ekstrim akan dikeluarkan dari model.

Uji normalitas multivariate menunjukkan nilai
CR sebesar 1,596 lebih kecil dari 2,58. Hal ini
menunjukkan bahwa model sudah berdistribusi
dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa korelasi
antar variabel menunjukkan nilai korelasi yang relatif
rendah (di bawah 0,9). Hal ini mengindikasikan bah-
wa tidak ada gejala multikolinieritas diantara variabel.

Tabel 3. Treatment Outlier

N Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi
Zscore(PE) 177 -2.24671 217768 .0000000 1.00000000
Zscore(INF) 177 -1.84055 2.62610 .0000000 1.00000000
Zscore(DF) 177 -2.73222 2.81997 .0000000 1.00000000
Zscore(Upah) 177 -1.69096 2.12987 .0000000 1.00000000
Zscore(OG) 177 -2.79230 2.52879 .0000000 1.00000000
Zscore(GDPK) 177 -2.67801 2.94485 .0000000 1.00000000
Zscore(EKSINF) 177 -1.95637 2.88210 .0000000 1.00000000
Valid N (listwise) 177
Sumber: Hasil Olahan Amos
Tabel 4. Hasil Treatment Uji Normalitas
Variabel Min Mak Skew C.I. kurtosis C.r.
DF 0.002 -0.011 -0.06 0.128 0.348
UPAH 390 813.4 0.139 0.755 -1.06 -2.878
0G -8.641 11.188 -0.456 -2.474 0.491 1.333
GDPK -19.236 58.59 0.407 2.209 0.361 0.98
EKSINF -31.314 70.998 1.379 7.492 1.489 4.044
INF 1.34 2.487 0.238 1.295 -0.674 -1.83
PE 3.144 6.189 -0.03 -0.163 -0.612 -1.661
Multivariate 2.693 1.596
Sumber: Hasil Olahan Amos
Tabel 5. UjiMultikolinieritas
EKSINF GDPK 0G UPAH DF INF PE
EKSINF 1.000
GDPK -0.107 1.000
0G 0.106 0.061 1.000
UPAH -0.615 0.071 -0.003 1.000
DF -0.190 -0.082 0.056 0.179 1.000
INF -0.479 0.014 -0.052 0.692 0.342 1.000
PE -0.146 0.068 0.152 0.198 0.160 0.147 1.000
Sumber: Hasil Olahan Amos
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Goodness of Fit Model Analisis Jalur (Path
Analysis)

Enam kriteria yang digunakan untuk menilai
layak/tidaknya suatu model analisis jalur (path
analysis) pada Tabel 6 menunjukkan bahwa semua
kriteria terpenuhi, dengan demikian tidak perlu
dilakukan modifikasi terhadap model. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa model analisis jalur (path
analysis) dapat diterima.

Tabel 6. Hasil Pengujian Kelayakan Model

Tabel 9. Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel
Penelitian
DF UPAH OG GDPK EKSINF INF

INF 0 0 0 0 0 0
PE 0.023 0.065 -0.006 -0.001 -0.005 0

Sumber: Hasil Olahan Amos

Tabel 10. Pengaruh Total Variabel Penelitian

DF  UPAH OG GDPK EKSINF INF
INF 0224 0622 -0.057 -0.014 -0.05 0
PE 0.148 0.065 -0.006 -0.001 -0.005 0.104

Kriteria Cut-off Hasil Evaluasi

Value Analisis Model
Chi - Square 8,396 Baik
Probability >0,05 0,078 Baik
RMSE <0,08 0,079 Baik
GFI >0,90 0,987 Baik
AGFI >0,90 0,909 Baik
CFI >0,95 0,981 Baik

Sumber: Hasil Olahan Amos

Hasil Analisis Data

Hasil pengujian koefisien jalurdesentralisasi
fiskal (DF)terhadapinflasi (INF) dan pertumbuhan
ekonomi (PE) ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 8. Pengaruh
Penelitian

Langsung Antar Variabel

DF UPAH OG GDPK EKSINF INF

INF 0224 0622 -0.057 -0.014 -0.05 0
PE 0.124 0 0 0 0 0.104

Sumber: Hasil Olahan Amos

Sumber: Hasil Olahan Amos

Persamaan model yang dihasilkan adalah:
INF = 0,224 DF + 0,622Upah - 0,057 OG -

0,014 GDPK - 0,05 Eksinf (1
R? =0,533
PE =0,124 DF + 0,104 INF )
R? =0,035

Model Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap
Inflasi

Hasil persamaan model inflasi (1) menghasilkan
koefisien determinasi sebesar 0,533. Hal ini
mengandung pengertian bahwa variabel inflasi dapat
dijelaskan oleh variabel desentralisasi fiskal (DF) dan
variabel kontrol (upah, oufput gap/OG, pertumbuhan
dana pihak ketiga/GDPK, ekspektasi inflasi/EKSINF)
sebesar 53,3 persen, sedangkan sisanya sebesar
46,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau
variabel-variabel lain yang tidak diikut sertakan
dalam penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Pengujian Koefisien Jalur

Koefisien CR. P Keterangan
INF < DF 0.224 4.216 0,001* Signifikan
INF <emn UPAH 0.622 9.468 0,001* Signifikan
INF < 0G -0.057 -1.088 0.276 Tidak Signifikan
INF <emn GDPK -0.014 -0.264 0.792 Tidak Signifikan
INF <emn EKSINF -0.05 -0.745 0.457 Tidak Signifikan
PE <--- DF 0.124 1.580 0.114 Tidak Signifikan
PE <ee- INF 0.104 1.320 0.187 Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Olahan Amos. Keterangan: *Signifikansi 5 % (0,05)
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1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap inflasi

Nilai koefisien jalur desentralisasi fiskal bertanda
positif sebesar 0,224 dengan nilai Critical Ratio
(CR) sebesar 4,216 dan probabilitas signifikansi
(a) sebesar 0,001. Dengan demikian desentral-
isasi fiskal berpengaruh secara langsung terhadap
inflasi sebesar 0,224, yang berarti bahwa setiap
ada kenaikan desentralisasi fiskal satu satuan ma-
ka akan menaikkan inflasi sebesar 0,224 persen.

2. Pengaruh variabel kontrol upah terhadap inflasi

Nilai koefisien jalur variabel kontrol upah bertanda
positif sebesar 0,622 dengan nilai Critical Ratio
(CR) sebesar 9,468 dan probabilitas signifikansi
(a) sebesar 0,001. Dengan demikian variabel
kontrol upah berpengaruh secara langsung terha-
dap inflasi sebesar 0,622, yang berarti bahwa
setiap ada kenaikan upah satu satuan maka akan
menaikkan inflasi sebesar 0,622 persen.

3. Pengaruh variabel kontrol output gap (OG)
terhadap inflasi

Nilai koefisien jalur variabel kontrol output gap
(OG) bertanda negatif sebesar 0,057 dengan nilai
Critical Ratio (CR) sebesar -1,088 dan probabilitas
signifikansi (a) sebesar 0,276. Dengan demikian
variabel kontrol output gap (OG) berpengaruh
secara langsung terhadap inflasi sebesar -0,057,
yang berarti bahwa setiap ada kenaikan output
gap (OG) satu satuan maka akan menurunkan
inflasi sebesar 0,057 persen.

4. Pengaruh variabel kontrol pertumbuhan dana
pihak ketiga (GDPK) terhadap inflasi

Nilai koefisien jalur variabel kontrolpertumbuhan
dana pihak ketiga (GDPK) bertanda negatif sebe-
sar 0,014 dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar
-0,264 dan probabilitas signifikansi (a) sebesar
0,792. Dengan demikian variabel kontrol pertum-
buhan dana pihak ketiga (GDPK) berpengaruh
secara langsung terhadap inflasi sebesar -0,014
yang berarti bahwa setiap ada kenaikan pertum-
buhan dana pihak ketiga (GDPK) satuan maka
akan menurunkan inflasi sebesar 0,014 persen.

5. Pengaruh variabel kontrol inflasi

(EKSINF) terhadap inflasi

Nilai koefisien jalur variabel kontrol ekspektasi
inflasi (EKSINF) bertanda negatif sebesar 0,05

ekspektasi

dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar -0,745
dan probabilitas signifikansi (a) sebesar 0,457.
Dengan demikian variabel kontrol ekspektasi
inflasi (EKSINF) berpengaruh secara langsung
terhadap inflasi sebesar -0,05, yang berarti bahwa
setiap ada kenaikan ekspektasi inflasi (EKSINF)
satu satuan maka akan menurunkan inflasi
sebesar 0,05 persen.

Model Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

Hasil persamaan model pertumbuhan ekonomi
(2) menghasilkan koefisien determinasi sebesar
0,035. Hal ini mengandung pengertian bahwa
variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh
variabel desentralisasi fiskal (DF) dan variabel inflasi
sebesar 3,5 persen, sedangkan sisanya sebesar
96,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau
variabel-variabel lain yang tidak diikut sertakan
dalam penelitian ini. Dengan demikian secara umum
model yang dipergunakan ini tidak cukup mampu
untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada pertum-
buhan ekonomi.

1. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertum-
buhan ekonomi

Nilai koefisien jalur desentralisasi fiskal bertanda
positif sebesar 0,124 dengan nilai Critical Ratio
(CR) sebesar 1,580 dan probabilitas signifikansi
(a) sebesar 0,114. Dengan demikian desentrali-
sasi fiskal berpengaruh secara langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,124, yang
berarti bahwa setiap ada kenaikan desentralisasi
fiskal satu satuan maka akan menaikkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 0,124 persen.

2. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Nilai koefisien jalur inflasi bertanda positif sebesar
0,104 dengan nilai Critical Ratio (CR) sebesar
1,320 dan probabilitas signifikansi (a) sebesar
0,187. Dengan demikian inflasi berpengaruh seca-
ra langsung terhadap pertumbuhan ekonomi
sebesar 0,104, yang berarti bahwa setiap ada
kenaikan inflasi satu satuan maka akan menaik-
kan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,104 persen.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Inflasi

Berdasarkan hasil estimasi antara desentralisa-
si fiskal terhadap inflasi di Kabupaten / Kota Provinsi
Jawa Tengah, menunjukkan bahwa desentralisasi
fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
inflasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa sema-
kin besar derajat desentralisasi fiskal akan menye-
babkan potensi terjadinya inflasi yang semakin besar
pula.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian
Aji, Toni et al (2009) yang menyimpulkan bahwa
dengan semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal
maka akan semakin bersifat inflatoir. Adanya desen-
tralisasi fiskal akan berdampak pada kenaikan aggre-
gate demand di Jawa Timur yang pada akhirnya
akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang
dan inflasi.

Teori desentralisasi fiskal menemukan fenome-
na bahwa dalam pelaksanaan kebijakan desentra-
lisasi fiskal bisa menimbulkan kondisi meningkatnya
instabilitas ekonomi makro di daerah (World Bank,
1997). Hal ini terjadi manakala daya dukung kelem-
bagaan yang disusun untuk menjalankan kebijakan
tersebut kurang memadai. Lockwood dalam Oates
(1997) menegaskan karakteristik ini, dalam konteks
pendekatan ekonomi politik dari desentralisasi fiskal
sebagai pengayaan teori generasi kedua, meng-
asumsikan bahwa kebiasaan-kebiasaan dari agen-
agen publik dan institusi politik sering kali terjadi
frade off antara sebuah koordinasi antara tingkat
sistem pemerintahan dalam otoritas publik dan
preferensi respon daerah. Respon daerah yang
berlebihan dalam pelaksanaan wewenang, seperti
kebijakan utang dari daerah otonom kepada fihak
ketiga yang berlebihan, cenderung memberikan
dampak inflasi bagi ekonomi daerah.

Temuan dalam penelitian ini juga memperkuat
penelitian-penelitian sebelumnya, Treisman (2000)
menyimpulkan ada perbedaan antara Negara maju
dengan negara berkembang, dimana desentralisasi
fiskal berkorelasi dengan rendahnya inflasi untuk
Negara maju dan berkorelasi dengan tingginya inflasi
untuk Negara sedang berkembang. Begitu pula hasil
penelitian Feltenstein Andrew dan Shigeru Iwata
(2005) menyimpulkan bahwa pergeseran aktifitas

fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di
China berdampak terhadap inflasi.

Secara umum, perubahan kewenangan sebagai
akibat dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, akan
mempengaruhi kemampuan pemerintah pusat dalam
melakukan kebijakan dan koordinasi ekonomi makro.
Untuk negara sedang berkembang, kebijakan desen-
tralisasi cenderung akan memperbesar masalah di
bidang makroekonomi. Berkurangnya kewenangan
pemerintah pusat pada sejumlah pengendalian ang-
garan belanja akan banyak mengurangi ruang gerak-
nya untuk mengadakan pelayanan dan koordinasi
aspek ekonomi publik secara langsung, sehingga
pengendalian variabel ekonomi makro di tingkat sub
nasional cenderung menurun. Di sisi lain adanya
pelimpahan wewenang dan orientasi pemerintah
daerah terhadap kepentingan lokal mengakibatkan
pola hubungan antara daerah dan pusat kurang
kooperatif (Tanzi, 1995).

Dalam negara yang tersentralisasi, pemerintah
pusat bertanggung jawab secara eksklusif terhadap
kebijakan fiskal.Sedangkan di dalam negara yang
terdesentralisasi, kebijakan fiskal menjadi tanggung
jawab yang dibagi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Beberapa peneliti KPPOD (2004)
mempunyai argumentasi bahwa keuangan pemerin-
tahan daerah lebih suka untuk memperhatikan
tujuan-tujuan daerah dalam pemanfaatan sumber
dayanya, misalnya untuk meningkatkan pendapatan
asli daerah (PAD) cenderung melakukan ekstensi-
fikasi retribusi dan pajak daerah.Tanzi (1995) juga
memperhatikan adanya kebijakan defisit anggaran
dan melakukan kebijakan utang sebagai penyebab
adanya pemicu inflasi di daerah.Adanya kebebasan
peminjaman oleh daerah otonom, memungkinkan
pemerintah daerah memiliki kelebihan utang yang
melampaui kapasitas pengembalian kewajibannya
sehingga dapat memicu meningkatnya inflasi daerah.

Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi antara inflasi yang
direpresentasikan dengan stabilitas angka PDRB
deflator terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupa-
ten/Kota Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa
inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi.
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Sehubungan dengan kaitan dampak positif
antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ada tiga
pandangan yang menyatakan kemungkinan hubung-
an tersebur, yaitu:Pertama, pandangan deliberate
inflation, beragumen bahwa sebuah kenaikan tingkat
harga akan memberikan stimulus bagi segmen-
segmen ekonomi yang relative produktif, memberi-
kan profit yang lebih untuk factor-faktor yang lebih
mobile dan inovatif. Kedua, pandangan structurally
inflation, menganggap permintaan agregat (aggre-
gate demand) menghasilkan kenaikan harga karena
adanya factor bottleneck, yaitu faktor hambatan
untuk menambah produksi dari sisi penawaran,
seperti kuota pada perdagangan internasional, aspek
transportasi, produksi makanan, dan lain sebagainya.
Ketiga, pandangan surprise inflation, yang menya-
takan bahwa surprise inflation menjadi bagian dari
pertumbuhan, karena kenaikan harga tersebut akan
diikuti oleh kenaikan produksi, dimana investor
berharap kecepatan kenaikan harga belum berdam-
pak pada sisi biaya, sehingga profit lebih meningkat.

Hasil dalam penelitian ini merujuk temuan
Sumarsono dan Utomo (2009), dimana adanya
hubungan positif antara inflasi dan pertumbuhan
ekonomi mengikuti pola deliberate inflation, dimana
munculnya inflasi tersebut cenderung disengaja
sebagai stimulus untuk sektor-sektor tertentu, teruta-
ma sektor-sektor yang cukup vital bagi masyarakat.
Akan tetapi, tidak terbuktinya hubungan signifikan
antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupa-
ten/Kota Provinsi Jawa Tengah disebabkan kurang
tepatnya pemerintah daerah dalam memilih sektor-
sektor vital guna meningkatkan pertumbuhan ekono-
mi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi antara desentrali-
sasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, menunjuk-
kan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh
positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi.

Menurut Oates (1997) desentralisasi fiskal akan
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat karena pemerintah sub
nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam
produksi dan penyediaan barang-barang publik.

Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal
akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan
pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi.
Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal
akan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi yang
kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan
ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sektor sosial
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat lebih
memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan
pemerintah pusat. Menurut Oates, daerah memiliki
kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan
sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuh-
an masyarakat karena lebih mengetahui keadaan
daerahnya.

Tiebot dalam Sumarsono dan Sugeng Hadi
Utomo (2009) mengemukakan beberapa kaidah
dasar agar pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat
memacu pertumbuhan ekonomi, antara lain:
Pertama, Pemerintah daerah cenderung akan lebih
efisien dalam menyediakan dan mendistribusikan
barang-barang publik yang memiliki eksternalitas
tidak terlalu luas, sementara untuk barang publik
yang mencakup kepentingan masyarakat sangat luas
dan meliputi lintas daerah, penyediaannya lebih baik
dilakukan oleh pemerintah pusat karena apabila
didesentralisasikan justru akan menimbulkan inefi-
siensi. Di samping itu perlu diperhatikan juga skala
ekonomis dalam penyediaan barang publik tersebut.
Artinya perlu pengaturan yang baik mengenai
urusan-urusan yang menjadi kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah.

Kedua, Pemerintah daerah harus lebih respon-
sif dalam membuat keputusan pengeluaran daerah
berkaitan dengan preferensi dan kebutuhan masya-
rakat lokal untuk mendorong terjadinya efisiensi
alokasi atau efisiensi konsumsi (allocative or
consumer efficiency). Artinya jika pemerintah daerah
tidak responsif dan mengabaikan preferensi lokal,
maka manfaat optimal desentralisasi fiskal dalam
memacu pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi.
Mendukung pendapat ini, Word Bank menjelaskan
bahwa hubungan positif antara desentralisasi fiskal
dengan pertumbuhan ekonomi akan berjalan jika
terdapat efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran
pemerintah (Khusaini, 2006).

Ketiga, perlu pengaturan fiskal yang berimbang
agar dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal peme-
rintah daerah mampu menggali sumber-sumber
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penerimaan yang memadai untuk membiayai penge-
luaran daerah. Keseimbangan fiskal antara sumber-
sumber penerimaan dengan kebutuhan belanja
daerah akan dapat meningkatkan akuntabilitas, yang
pada akhirnya akan mampu membuat perbedaan
besar dalam penyediaan pelayanan lokal yang lebih
efisien, berkesetaraan, berkelanjutan, dan cost-
effective.

Hasil penelitian ini mendukung temuan empris
Prudhomme (1995) yang menyatakan bahwa
desentralisasi fiskal tidak sepenuhnya dapat berhasil
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menu-
rutnya ada beberapa persoalan yang menjadi penye-
bab kegagalan desentralisasi fiskal dalam mendo-
rong pertumbuhan ekonomi antara lain: Pertama
pemerintah daerah tidak dapat memenuhi preferensi
masyarakat lokal, baik karena tidak adanya keingin-
an politik, maupun disebabkan oleh aparatur yang
kurang termotivasi dan atau memenuhi syarat untuk
menjalankan tanggung jawab tersebut, Kedua
meningkatkanya korupsi di tingkat lokal karena
umumnya politisi dan birokrat lokal lebih rentan
karena mudah diakses oleh kelompok-kelompok
yang mermiliki kepentingan. Karena itu jika pemerin-
tah daerah mampu menghilangkan ataupun mengu-
rangi korupsi di tingkat lokal, maka desentralisasi
fiskal akan menciptakan efisiensi alokasi dan mendo-
rong pertumbuhan ekonomi, Ketiga adanya sistem
politik yang tidak demokratis, sehingga premis dasar
bahwa pemerintah daerah memiliki insentif yang
lebih kuat untuk menyediakan barang publik lokal
secara lebih efisien mungkin tidak berlaku. Dalam
sistem pemerintahan yang tidak demokratis justru
terdapat pandangan yang menganggap bahwa
desentralisasi fiskal hanya sebagai alat yang diguna-
kan oleh pihak pemerintah daerah untuk mengeks-
ploitasi sumber daya lokal dan nasional. Apabila
pemerintah daerah dapat mengeliminir berbagai
faktor penghambat tersebut, maka akan semakin
menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah
diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa pengaruh tidak langsung
antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan

ekonomi melalui inflasi menunjukkan pengaruh positif
dan signifikan. Hal ini mengandung pengertian bah-
wa semakin besar derajat desentralisasi fiskal akan
menyebabkan potensi terjadinya inflasi yang semakin
besar di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
Sedangkan, pengaruh secara langsung inflasi yang
direpresentasikan dengan stabilitas angka PDRB
deflator terhadap pertumbuhan ekonomi menunjuk-
kan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi daerah.Hal ini menunjukkan
bahwa inflasi cenderung disengaja sebagai stimulus
sektor-sektor vital guna meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
Dengan kata lain adanya hubungan positif antara
inflasi dan pertumbuhan ekonomi mengikuti pola
deliberate inflation.Sementara pengaruh langsung
desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi
menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan
yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuandalam
perbaikan penelitian selanjutnya.Keterbatasan dalam
penelitian ini yaitu masih terbatas hanya pada daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu
diperlukan studi yang lebih luas mengenai dampak
desentralisasi fiskal terhadap inflasi dan pertumbuh-
an ekonomi di Indonesia dengan berbasiskan data
Provinsi atau bahkan data kabupaten/kota se
Indonesia.

Saran. Pertama, pemerintah daerah perlu lebih
meningkatkan daya dukung kelembagaan yang
disusun untuk menjalankan kebijakan fiskal di setiap
daerah sebagai upaya untuk mengatasi ketidaksta-
bilan makroekonomi (inflasi) di Provinsi Jawa
Tengah. Kedua, Pemerintah daerah perlu lebih mem-
perhatikan pengaturan alokasi belanja daerah yang
berorientasi pada kebutuhan masyarakat atau kepen-
tingan publik sebagai upaya meningkatkan pertum-
buhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Tengah.
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